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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki suatu perlindungan 

khusus terutama perlindungan hukum dalam suatu sistem hukum dalam melindungi 

suatu harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Childs) yaitu yang mengatur suatu prisip dalam 

suatu perlindungan hukum terhadap anak, jadi suatu negara harus memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak yang melanggar hukum.1 Ditambah lagi 

Indonesia termasuk negara hukum yang artinya segala aspek kehidupan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indoneisa adalah negara hukum”. Hal ini 

berarti bahwa Indonesia merupakan negara kedaulan hukum dimana rakyat 

Indonesia melaksanakan suatu kewajiban terhadap negara dalam menaati suatu 

hukum yang berlaku.2 

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa semua anak berhak 

mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

 
1 Muhammad Ansori Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Retentum, Vol. 1 No. 1, 2019, 
hlm. 16. 

2 Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3, 2014, hlm. 547. 
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Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa seseorang masih dianggap anak-

anak yaitu berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun.3 

Anak memiliki suatu perlindungan hukum, namun banyak terjadi kenalakan 

anak. Kenakalan anak adalah perbuatan anak-anak (usia belasan) yang melanggar 

nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Banyak kenalakan anak 

yang mengandung perbuatan negatif dan menyimpang. Anak seringkali melanggar 

aturan atau terlibat dalam kenakalan, dan dalam pikiran mereka. Hal ini seolah-olah 

mencerminkan keberanian. Sayangnya, perilaku semacam ini telah menjadi sumber 

kekhawatiran terkait perkembangan anak-anak di Indonesia. Kondisi ini 

menciptakan sebuah dilema, karena perilaku yang semula dianggap biasa telah 

beralih menjadi sesuatu yang dianggap normal dalam diri anak-anak tersebut. 

Dampaknya, kekhawatiran ini mengakibatkan ketegangan dalam masyarakat, 

terutama dalam hal pelanggaran hukum pidana yang jelas-jelas melanggar 

ketentuan hukum yang berlaku.4 

Kenakalan anak di Indonesia yang mencakup pemberontakan, tawuran, 

pencurian, merokok, dan bahkan penggunaan narkotika adalah isu serius yang perlu 

mendapat perhatian serius. Pernyataan dari Badan Narkotika Nasional yang 

mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar narkotika yang besar. Hal 

ini memang mengkhawatirkan, dan memunculkan pertanyaan tentang akar 

permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Masalah narkotika, khususnya, 

 
3 Ketut Arianta, et. al, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif 

Hak Asasi Manusia Internasional, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168. 
4 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 

21. 
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merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan anak-anak dan masa depan 

mereka.5 

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif 

Berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, 

baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, 

suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.6 Terdapat perbedaan antara 

narkotika dan psikotropika, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang 

Narkotika atau UU Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

terlampir dalam Undang-Undang ini”.7  

Narkotika memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Narkotika ini 

disajikan menjadi ajang bisnis yang menjanjikan yang dimana berimbas dengan 

rusaknya fisik, psikis mental pemakai narkotika khususnya anak. 

Tabel 1 Pengguna Narkotika Berdasarkan Usia 
No Usia Pernah Pakai (%) Setahun Pakai (%) 
1 15 - 24 Tahun 1,96 1,87 
2 25 - 49 Tahun 3 2,02 
3 50 – 64 Tahun 2,17 1,88 

Sumber : Databoks.Katadata,2023 

 
5 BNN, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat diakses pada 

https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/, 19 September 2023. 
6 BNN, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, 

https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/, 19, September 2023. 
7 Arman Bemby Sinaga, et. al., Penyuluhan Pencegahan Bahaya Penyalagunaan Narkoba 

Bagi Remaja di MTS Hasanudding Medan, Jurnal Abdimas Mutiara, Vol.3 No. 2, 2022, hlm. 45 
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Dalam laporan Indonesia Drugs Report 2022, Badan Narkotika Nasional 

(BNN) mengelompokkan para pemakai narkoba dalam tiga kelompok usia. 

Pengguna narkotika diantaranya kelompok 15 - 24 tahun, kelompok 25 – 49 tahun, 

dan 50 – 64 tahun. Dari tiga kelompok ini usia kelompok 25 - 49 tahun paling 

banyak mengonsumsi narkoba pada tahun 2021. Untuk kelompok 25 - 49 tahun, 

yang pernah pakai prevalensinya mencapai 3% pada 2021. Sementara yang sudah 

pakai narkoba setahun, prevalensinya mencapai 2,02%. Kelompok pengguna 

terbanyak kedua adalah 50 - 64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang 

setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 

1,96% pernah pakai dan 1,87% memakai selama setahun. Pengguna narkotika 

kelompok 15 - 24 tahun menjadi peringkat terakhir dalam data tersebut, namun hal 

ini harus diperhatikan karena umuran tersebut merupakan generasi penerus bangsa 

ini. Jika mereka terus terpapar narkotika akan mengakibatkan banyaknya anak yang 

melanggar hukum yang akan mengakibatkan terkena pidana.8 

Penggunaan narkotika ini termasuk pelanggaran hukum pidana. Pasal 127 

ayat 1 UU Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi 

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika 

Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

Tahun.9  

 
8 Databoks.katadata.co.id, Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 

Tahun, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/pemakai-narkoba-di-indonesia-
didominasi-kelompok-usia-25-49-tahun, diakses 16 Oktober 2023. 

9 Uyat Suyatna, Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia, 
Sosiohumaniora, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm 168. 
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Dalam kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana, sanksi pidana seperti 

hukuman mati, penjara, kurungan, atau denda memanglah penting. Namun, kita 

juga perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban, pendidikan, dan rehabilitasi 

dalam upaya menciptakan suatu sistem peradilan yang lebih berkelanjutan dan 

berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku anak-anak yang melanggar 

hukum. 10 Menjatuhkan pidana terhadap anak ini dianggap tidak bijak. Akan tetapi 

banyak yang beranggapakan bahwa pemidanaan anak tetap penting dilakukan agar 

tidak kebiasaaan sampai dewasa.11  

Perbedaan pendapat menjatuhkan pidana terhadap anak menjadi dilema saat 

ini. Negara perlu menjalankan peran sebagai pelindung bagi generasi muda dalam 

upaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan dampak buruknya. Salah satu 

pendekatan yang umum diambil adalah menempatkan pelaku penyalahgunaan 

narkotika dalam penjara dengan harapan dapat memberikan efek jera dan 

kesempatan melakukan pemidanaan dengan cara rehabilitasi.12 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengungkapkan bahwa 

pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum untuk melindungi dan memberi keamanan kepada 

masyarakat (pencegahan), serta untuk mengintegrasikan terpidana ke dalam 

masyarakat dengan memberikan bimbingan dan pembinaan agar menjadi individu 

 
10 Polri, Pengertian Hukum Pidana diakses pada https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-

hukum-pidana, 19 September 2023 
11 Muhammad Irfan Ratu Agung, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan 

Pidana Penjara Pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus. 
Anak/2020/PN.Tjk), Skripsi Univeristas Lampung, 2022, hlm. 3. 

12 Restum Zendrato, Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph), 
Skripsi Universitas HKBP Nommensen, 2017, hlm. 4. 
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yang positif dan berkontribusi (rehabilitasi). Proses rehabilitasi narkotika adalah 

upaya untuk memulihkan pengguna agar bebas dari ketergantungan narkotika, 

walaupun proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat.13 

Dalam pemidanaan ini upaya yang dilakukan negara dengan adanya Badan 

Narkotika Negara (BNN) yaitu suatu lembaga pencegah serta penindak dari adanya 

penyalagunaan narkotika maupun pecandu narkotika lainnya. Badan Narkotika 

Negara (BNN) berupaya menyelamatkan generasi muda yang menjadi penyalaguna 

narkotika atau pecandu narkotika dengan cara rehabilitasi.14 Definisi dari pecandu 

dan penyalagunaan narkotika sendiri ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Pasal 1 butir 13 berbunyi “orang yang menggunakan atau 

menyalagunakan narkotika dalam keadaan yang ketergantungan pada narkotika, 

baik secara fisik maupun secara psikis”. Menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Pasal 1 butir 15 menjelaskan penyalagunaan narkotika ialah seseorang 

yang memakai narkotika secara melawan hukum (Misbruik Van Het Recht).15  

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika terjadi di Pengadilan Tinggi 

Bengkulu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl. Kasus ini melibatkan seorang anak berinisial D yang 

berusia 17 tahun di Bengkulu. D ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017 dan 

penahanannya diperpanjang hingga 3 April 2017.  

 
13 Syahfiradella, dkk., Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap 

Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi, PAMPAS : Journal of Criminal Law, Vol. 3 No. 3, 
2022, hlm. 326 

14 Nafi Mubarok, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Al-
Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 18 No.2, 2015, hlm 298. 

15 Gusmi Wahyudi, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna dan Pecandu 
Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 5. 
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Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, D dan F ditangkap di 

sebuah gubuk di Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten 

Mukomuko, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur. 

Mereka didakwa tanpa hak memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,07 gram. Barang bukti yang 

ditemukan antara lain satu paket kecil sabu-sabu, sebuah bong dengan sisa sabu-

sabu, beberapa pipet, dan peralatan lain terkait penggunaan narkotika. 

Hasil pemeriksaan urine terhadap D, yang dilakukan pada 1 April 2017, 

menunjukkan bahwa urine D positif metamfetamin, yang termasuk Narkotika 

Golongan I. Tindakan D diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-

1 KUHP. D dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan. Penuntut umum kemudian 

mengajukan banding untuk rehabilitasi dan permintaan tersebut diterima, sehingga 

hukuman penjara tetap dijalankan. 

Namun, penuntut umum berpendapat bahwa hukuman pidana tidak efektif 

untuk memberikan efek jera terhadap anak-anak pengguna narkoba. Menurutnya, 

penekanan seharusnya diberikan pada rehabilitasi sesuai Pasal 54 Jo Pasal 127 ayat 

3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. D telah mengkonsumsi 

sabu-sabu sebanyak sepuluh kali dalam lima bulan terakhir, sehingga dianggap 

sebagai pecandu yang memerlukan rehabilitasi. Pada akhirnya, permintaan 

rehabilitasi dari penuntut umum diterima oleh Kejaksaan Negeri Muko Muko. 

Berdasarkan adanya kasus diatas maka peneliti tertarik mengangkat skripsi 

dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana 
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Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan 

Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu berikut :  

1. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap 

anak pelaku penyalagunaan narkotika Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-

Anak/2017/PT Bgl? 

2. Mengapa sanksi rehabilitasi tidak djatuhkan pada Putusan Nomor: 

2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl terhadap pelaku penyalagunaan narkotika, 

ditinjau dari pemidanaan bagi anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti juga menulis tujuan dari 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana 

penjara terhadap anak pelaku penyalagunaan narkotika Putusan Nomor: 

2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl? 

2. Untuk menganalisis sanksi rehabilitasi tidak dijatuhkan pada Putusan 

Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl terhadap pelaku penyalagunaan 

narkotika, ditinjau dari pemidanaan bagi anak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, di antaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis bahwa berguna bagi suatu 

ilmu pengetahuan di bidang praktisi hukum terutama narkotika maupun 

perlindungan anak. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsi 

pemirikan arah penelitian pada masa yang akan dating, dan sebagau bahan 

referensi bagi yang berminat dalam memperdalam ilmu dalam pemidanaan 

anak yang di bawah umur menyalagunakan narkotika untuk rehabilitasi. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu pedoman dalam pengetahuan hukum pidana bagi para pembaca sebagai 

referensi dan suatu informasi mengenai perlindungan hukum anak dibawah 

umur serta pemidanaan anak di bawah umur yang menyalagunakan narkotika 

untuk direhabilitasi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan adanya permasalahan dalam penelitian yang diakan dibahas, 

peneliti mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam penulisan yaitu mengenai 

penjatuhan sanksi pidana penjara pada anak sebagai pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan 

Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl). 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan suatu hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teori yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut:16 

a. Keputusan mengenai suatu peristiwa, apakah terdaka telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana, apakah terdakwa bersalah 

dan dapat di pidana. 

c. Keputusan pidana, apabila terdakwa memang dapat di pidana. 

Hakim harus menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-

undang. Hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah 

dari batas minimal atau berbeda dari yang ditentukan oleh undang-undang. 

Dalam membuat keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori. 

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat 

 
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74. 
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digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu 

perkara, yaitu:17 

a. Teori Keseimbangan 

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara ketentuan yang diatur 

oleh undang-undang dan kepentingan semua pihak yang terlibat atau 

terkait dengan perkara tersebut. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan hasil dari keputusan 

diskresioner yang merupakan wewenang hakim. Dalam kapasitas 

diskresioner ini, hakim menyesuaikan keputusan dengan situasi konkret 

serta hukum yang relevan yang berlaku dalam kasus pidana atau 

perdata. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi 

para pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam kasus 

perdata, serta terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam kasus pidana. 

Proses pengambilan keputusan oleh hakim dilakukan dengan 

pendekatan yang bersifat seni, berdasarkan pada naluri atau intuisi yang 

timbul dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Dasar dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama 

dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk 

menjamin konsistensi dalam putusan hakim. 

 
17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1. 
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d. Teori Pengalaman 

Pengalaman seorang hakim sangat membantu dalam menangani 

perkara-perkara yang dihadapinya setiap hari. 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini berasal dari filsafat yang memperhitungkan semua aspek yang 

terkait dengan substansi sengketa yang sedang dihadapi. Selanjutnya, 

teori ini mencari peraturan hukum yang relevan sebagai landasan untuk 

keputusan hakim. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat 

untuk menegakkan hukum dengan motivasi yang jelas serta untuk 

memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara 

tersebut. 

f. Teori Kebijaksanaan 

Teori ini menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan, mendidik, 

mengembangkan, dan menjaga terdakwa sehingga kelak dapat menjadi 

anggota masyarakat yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

Dalam penyelesaian kasus pidana, hakim harus mengeluarkan keputusan 

yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Van Apeldoorn 

mengungkapkan bahwa hakim perlu mengadaptasi hukum terhadap situasi 



13 

 

khusus dan peristiwa aktual dalam masyarakat, serta mempertimbangkan 

penambahan ketentuan baru jika diperlukan.18 

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim karena dalam konteks 

pemidanaan rehabilitas memiliki relevansi dalam konteks sistem peradilan 

dan perlindungan hak anak. Karena pemidanaan dalam penyalagunaan 

narkoba bukanla sebuah keputusan yang mudah. Pertimbangan hakim 

mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh terkait aspek pemulihan, 

pendidikan, reintegrasi sosial anak. Faktor seperti kebijakan rehabilitasi, 

risiko anak, dan pertimbangan kesejahteraan dapat mempengaruhi keputusan 

hakim. 

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai 

putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi 

pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan 

yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, 

yaitu:  

1. Dakwaan jaksa penuntut umum;  

2. Keterangan terdakwa;  

3. Keterangan saksi;  

4. Barang-barangbukti;dan  

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.  

 
18 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar 

Harapan, 1980, hlm. 204. 
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Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi :  

1. Latar belakang dilakukannya perbuatan pidana;  

2. Akibat-akibatyangditimbulkan;  

3. Kondisi diri terdakwa;  

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa; dan  

5. Faktor agama terdakwa.  

2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan adalah langkah terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana 

tujuannya bukan semata karena pelaku telah melakukan perbuatan jahat, 

tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan membuat orang 

lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, pemidanaan 

atau hukuman adalah upaya untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak 

mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, bukan sekadar untuk 

membalas dendam terhadap pelaku.19 

Terdapat tiga golongan pemidanaan yaitu teori pembalasan, teori tujungan, 

dan teori gabungan sebagai berikut : 

a. Teori Pembalasan 

Teori pembalasan, atau yang dikenal juga sebagai teori absolut, 

menyatakan bahwa hukuman harus sejalan dengan kejahatan yang 

dilakukan, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, 

maka pelaku kejahatan juga harus menerima hukuman yang sesuai 

 
19 Mangkepriyanto, Extrix, Hukum Pidana dan Kriminologi, Jawa Barat, Guepedia, 2019, 

hlm. 167. 
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dengan penderitaan yang ditimbulkannya.20 Teori pembalasan ini 

menyetujui pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak 

pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang menyatakan “Fiat 

justitia ruat coelum” yang berarti bahwa meskipun dunia ini akan 

berakhir besok, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya. 

Menurut Kant, teori ini didasarkan pada prinsip moral dan etika.21 

b. Teori Tujuan 

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, yaitu untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang timbul 

akibat kejahatan tersebut. Teori ini juga dipandang sebagai upaya untuk 

mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Paul Anselm van 

Feuerbach, penganjur teori ini, menyatakan bahwa “hanya mengancam 

pelaku kejahatan dengan hukuman tidak cukup, tetapi diperlukan 

penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan.” Tujuan pemidanaan 

menurutnya adalah untuk menimbulkan rasa takut, di mana hukuman 

diberikan seberat mungkin, termasuk siksaan jika perlu, namun dengan 

tujuan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga di masa 

depan dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan patuh 

terhadap hukum.22 

 
20 Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 

105. 
21 Arifa, Ridha Nur, Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam 

Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Jurnal Tahqiqa: Jurnal 
Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Vol.17, No.1, 2023, hlm. 18. 

22 Sapto Handoyo, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, 
Pakuan Law Review, Vol. 4, No.1, 2018, hlm. 25. 
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c. Teori Gabungan 

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari keterbatasan teori 

absolut dan relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan. 

Teori ini mengintegrasikan tujuan pembalasan dan menjaga ketertiban 

masyarakat secara komprehensif. Dengan kata lain, hukuman 

dipertimbangkan berdasarkan dua aspek: sebagai bentuk pembalasan 

dan untuk menjaga ketertiban sosial.23 

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum bagi anak yaitu memiliki 

relevansi tentang perlindungan hak-hak anak. Hal ini berkaitan dengan upaya 

memastikan bahwa anak terlibat penggunaan narkotika dapat perlakuan 

sesuai dengan norma hukum yang menggaris bawahi hak anak dan 

memastikan bahwa anak tidak dihukum lebih keras daripada seharusnya serta 

memberikan akses memadai program rehabilitasi untuk mendapatkan 

bimbingan yang sesuai untuk masa depan dan kesejahteraan anak tersebut. 

3. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak 

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia 

(HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan 

kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang 

telah dijamin oleh hukum.24  

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat adalah 

tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah dan menanggapi 

 
23 Ibid. 
24 Satjipto, Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69. 
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masalah secara proaktif dan responsif.25 Perlindungan Hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah konflik, dengan pemerintah mengambil keputusan 

hati-hati berdasarkan diskresi. Sementara perlindungan responsif ditujukan 

untuk mencegah konflik dan menanganinya melalui sistem peradilan.26 

Komitmen negara tentang perlindungan anak telah ada sejak berdirinya 

Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dalam konstitusi dasar pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 “…Kesejahteraan umum dan mencerdasakan 

kehidupan bangsa dalam hal ini termasuk juga anak…”.27 Perlindungan anak 

meliputi semua tindakan yang dilakukan untuk menciptakan situasi di mana 

setiap anak dapat memenuhi hak-haknya dan berkembang secara fisik, 

mental, dan sosial dengan baik.28 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, demikian juga terhadap anak yang masih berada dalam 

kandungan ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam dokumen 

internasional dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat juga 

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan 

dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan bagi anak29 

 
25 Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 

1987, hlm. 2. 
26 Ibid, hlm. 54 
27 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Jakarta, Gramedika Pustaka Utama, 2010, hlm.42 
28 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 33. 
29 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005 hlm. 

1359. 
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Perlindungan Anak merupakan perlindungan hukum yang berdampak 

secara hukum, sehingga diperlukan jaminan hukum yang memadai. Hal ini 

diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: 

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Di 

Indonesia, telah ada beberapa regulasi yang relevan dengan konsep 

perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang terstruktur, 

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.30 

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim karena dalam konteks 

pemidanaan rehabilitas memiliki relevansi dalam konteks sistem peradilan 

dan perlindungan hak anak. Karena pemidanaan dalam penyalagunaan 

narkoba bukanla sebuah keputusan yang mudah. Pertimbangan hakim 

mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh terkait aspek pemulihan, 

pendidikan, reintegrasi sosial anak. Faktor seperti kebijakan rehabilitasi, 

risiko anak, dan pertimbangan kesejahteraan dapat mempengaruhi keputusan 

hakim. 

 

 
30 Sipahutar, Anjani, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan 

Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Doktrina: 
Journal of Law, Vol. 2, No .1, 2019, hlm. 67. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau data sekunder belaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.31 Penulisan 

kajian ilmiah dibutuhkan penelitian sebagai alat mendapatkan suatu kesimpulan 

dari kajian tersebut. Adapun metode penulisan yang digunakan antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian 

hukum normatif, yang mencakup analisis norma atau kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat tertentu.32 Penelitian kualitatif ini dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan undang-undang atau huku yang dikonsepkan 

sebagai kaidah dan norma yang akan diteliti seperti penjatuhan sanksi pidana 

penjara pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-

Anak/2017/PT Bgl).  

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan 

pendekatan sebagai berikut : 

 
31 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 43 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenadamedia 

Group, 2021, hlm. 35. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). 

Pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian yaitu 

pendekatan melalui suatu pengkajian peraturan yang memiliki kaitan 

terhadap isu hukum yang diteliti, 33 yaitu penjatuhan sanksi rehabilitasi 

pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor: 

2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl). 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus digunakan penelitian untuk memfokuskan suatu 

perspektif dengan kasus kasus yang ada. Kasus yang dijadikan bahan 

pendekatan yaitu melihat anak dibawah umur yang melakukan tindak 

penyalagunaan narkotika tetap dipidana agar memberikan efek jera.34 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 

penggunaan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan sumber hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Hukum primer merupakan suatu objek atau dokumen yang di 

berlakukan yaitu: 

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

2. Undang-Undang Narkotika 

 
33 Ibid, hlm. 133. 
34 Ibid, hlm. 134. 
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3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

4. Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang menjelaskan dan 

menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang berupa 

buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel yang memiliki hubungan 

dengan suatu pokok bahasan.35 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan petunjung maupun penjelasan 

terhadap suatu bahan huku primer dan sekunder yang digunakan 

melalui kamus hukum maupun internet.36 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan, di mana bahan hukum dikumpulkan melalui analisis 

peraturan undang-undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengkaji isu 

hukum terkait penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada tujuan pemidanaan 

(Studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT Bgl). 

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 

Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan setelah pengumpulan bahan 

bahan hukum yaitu dengan cara mengelola data berasal dari suatu penelitian. 

 
35 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 54. 
36 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 

96. 
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Peneliti akan mempelajari dan menjelaskan hasil dalam penelitian untuk 

memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif yang 

dimana peneliti akan menggambarkan serta menjelaskan detail yang didapat 

terkait penelitian pemidanaan anak dibawah umur yang menyalagunakan 

narkotika untuk direhabilitasi dibandingkan tindak pidana 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pendekatan induktif adalah cara atau metode dalam berpikir, riset, atau 

pembelajaran yang dimulai dari pengamatan atau data spesifik, lalu 

digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih umum atau konsep 

secara bertahap.37 

 
37 Arifin Tajul, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2008 hlm. 111. 
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